
 

 

BUPATI PANDELANG 

  

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR  1 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PANDEGLANG, 

Menimbang     :  a. bahwa dalam rangka pemulihan akibat bencana tsunami 
dan banjir di Kabupaten Pandeglang pada tanggal 22 
Desember 2018 menyebabkan terjadinya keadaan 

mendesak sebagaimana kriteria dalam Pasal 162 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

b. bahwa dengan adanya kebutuhan mendesak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu ketersediaan anggaran terhadap pemenuhan 
kebutuhan pemulihan bencana; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Pandeglang tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Pandeglang Nomor 100 Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019; 

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

 

 2.  Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Bebas Kolusi, Korupsi dan 

Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 7. 

 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 



Nomor 5340); 

 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 15 Peraturan Pemerintah Nomro 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4829); 

 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 4830); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5533); 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 

 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 25. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;  

 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pandeglang Tahun 2018 Nomor 5); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 100 TAHUN 

2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

 

Pasal 1 

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 dilaksanakan untuk menjalani ketersedian alokasi anggaran 
akibat pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang 

belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai ketentuan dalam Pasal 162 

ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 



 

 

 

 

Pasal 2 

(1) Pelaksanaan kegiatan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
mencakup : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
mencakup : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

 

Pasal 3 

(1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat 
menggunakan : 

a. belanja tidak terduga; 

b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

c. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

(2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan 
terlebih dahulu dalam : 

a. DPPA - Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Program dan Kegiatan yang 
telah tersedia; dan/atau 

b. RKA - Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Program dan Kegiatan yang 
belum tersedia. 

(3) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan dimaksud. 

 

Pasal 4 

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.652.656.812.258,09 bertambah sejumlah 
Rp1.799.285.000,00 sehingga menjadi Rp2.654.456.097.258,09 dengan rincian 
sebagai berikut : 

1. Pendapatan  

a. semula      Rp2.563.854.442.241,00 

b. bertambah/(berkurang)    Rp0,00                             (+) 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp2.563.854.442.241,00     



 

 

 

2. Belanja  

a. semula      Rp2.652.656.812.258,09 

b. bertambah/(berkurang)    Rp1.799.285.000,00         (+) 

Jumlah Belanja setelah Perubahan  Rp2.654.456.097.258,09   (-) 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan  Rp(90.601.655.017,09) 

 

3. Pembiayaan  

a. penerimaan 

1) semula      Rp91.302.370.017,09 

2) bertambah/(berkurang)   Rp1.799.285.000,00        (+) 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp93.101.655.017,09 
 

b. Pengeluaran 

1) semula      Rp2.500.000.000,00 

2) bertambah/(berkurang)   Rp0,00                           (+) 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp2.500.000.000,00       (-) 

Jumlah Pembiayaan neto setelah  
Perubahan      Rp90.601.655.017,09 

 Sisa Lebih Pembiayaaan Anggaran  
setelah Perubahan    Rp0,00 

 

Pasal  5 

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya diusulkan 
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

 

Pasal 6 

Ringkasan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 7 

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dirinci lebih lanjut dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 8 

Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 



Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

 

 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

Ditetapkan di Pandeglang 

pada tanggal  1 Februari 2019 

 
BUPATI  PANDEGLANG, 

 

TTD 

 

IRNA NARULITA 

 

 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal  1 Februari 2019 

SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  PANDEGLANG, 

 

     TTD 

 

      PERY HASANUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2019    NOMOR 1 


